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Abstract. Poverty is a problem in various regions, be it villages, cities, and even 

countries. Policy after policy has been launched in order to eliminate poverty in the 

region, be it the village fund programme, the increase in minimum wage, and the 

reduction of unemployment. Therefore, this study aims to analyse how the influence 

of village funds, minimum wages and unemployment on poverty alleviation in 18 

districts in West Java Province. This research uses descriptive quantitative methods 

using secondary data in the form of panel data. The secondary data has been 

processed and published by relevant institutions related to this research, Panel data, 

which is characterised by cross-sectional and time-series dimensions, is used to 

improve data quality and quantity. This study found that the village fund variable has 

no significant effect on poverty with a significance value of (0.113 > 0.05), the 

drinking wage variable shows that it has a significant effect on poverty with a value 

of (0.000 < 0.05), the unemployment variable shows that it has no significant effect 

on poverty with a significance value of (0.692 > 0.05),  Based on the results of the F 

(simultaneous) test in the study using the panel data regression test, it can be 

concluded that simultaneously or together the variables of village funds, minimum 

wages, and unemployment have a significant effect on the poverty variable in 18 

districts of West Java Province in 2015-2022. 

Keywords: Community Empowerment and Poverty. 

Abstrak. Kemiskinan menjadi permasalahan diberbagai daerah baik itu desa, kota, 

bahkan negara sekalipun. Kebijakan demi kebijakan telah diluncurkan demi 

menghilangkan kemiskinan di daerah, baik itu dengan ada program dana desa, 

Kenaikan Upah Minimum, dan Pengurangan Pengangguran. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dana desa, upah 

minimum dan Pengangguran terhadap pengentasan kemiskinan di 18 Kabupaten di 

Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif 

dengan menggunakan data sekunder berupa data panel. Data sekunder tersebut telah 

diolah dan dipublikasikan oleh lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan 

penelitian ini, Data panel, yang dicirikan oleh dimensi cross-sectional dan time-series, 

digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data. Penelitian ini 

menemukan bahwa variable dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan dengan nilai signifikansi (0,113 > 0,05), variable upah minum 

menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai 

(0,000 < 0,05), variable pengangguran menunjukkan bahwa tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi (0,692 > 0,05),  dan 

Berdasarkan hasil uji F (simultan) pada penelitian dengan menggunakan uji regresi 

data panel, dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel 

dana desa, upah minimum, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kemisinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa barat tahun 2015-2022. 

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat dan Kemiskinan.   
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A. Pendahuluan 

Kemiskinan telah muncul sebagai tantangan mendasar yang perlu diperhatikan secara cermat, di 

berbagai daerah baik itu kota maupun desa, sehingga mendorong pemerintah untuk menerapkan 

berbagai kebijakan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang mendesak ini. Kemiskinan 

merupakan salah satu indikator utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang 

menggaris bawahi komitmen global untuk mengatasi kemiskinan dalam segala bentuk dan di semua 

wilayah  (Sigit & Kosasih, 2020). Kemiskinan pada hakikatnya keadaan tertekan dan ketidak 

berdayaan yang dialami seseorang, yang berasal dari ketidak mampuan mereka untuk memenuhi 

keutuhan hidup atau kegagal pemerintah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, selama periode kuartal I 2017-

kuartal I 2022 angka kemiskinan menunjukkan tren turun, meski sempat meningkat pada 2020 

akibat pandemi Covid-19. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 

9,54%, menurun 0,17 persen poin dibandingkan September 2021 dan menurun 0,60 persen poin 

dibandingkan Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 adalah sekitar 26,16 juta 

orang, menurun 0,34 juta orang dibandingkan September 2021 dan menurun 1,38 juta orang 

dibandingkan Maret 2021. Meski ada penurunan, namun kondisi ini masih menjadi tantangan 

dalam upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu tantangan tersebut 

adalah masih tingginya tingkat kemiskinan di berbagai daerah, oleh karena itu, ada kebutuhan 

mendesak akan upaya-upaya bersama untuk mendorong pembangunan ekonomi, memberdayakan 

masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai kemakmuran, kemudian masyarakat 

miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat yang lainnya (Nabibah 

& Hanifa, 2022). 

Pemerintah telah mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk 

meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan salah satu 

ya Program dana desa, kenaikan upah, dan menyediakan lapangan perkerjaan, namun masyarakat 

masih menghadapi keterbatasan akses. Sayangnya, inisiatif-inisiatif tersebut belum berjalan 

dengan baik, sehingga mengakibatkan sejumlah besar masyarakat miskin masih kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam mengakses 

layanan publik, dan terdapat kesenjangan dalam pengelolaan sumber daya, yang mengindikasikan 

adanya potensi peningkatan kemiskinan (Sugiyono, 2021). 

 
Sumber : (BPS Jawa Barat,  2023) 

Gambar 1. 1 Presentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022 

Data yang disajikan dalam Gambar 1.1 menunjukkan jumlah kemiskinan dalam 

persentase di Jawa Barat dari tahun 2015 hingga 2022. Data ini menunjukkan bahwa jumlah 

kemiskinan di Jawa Barat mengalami fluktuasi selama periode tersebut, namun penurunan 

tersebut masih belum bisa menyelesaikan masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Meskipun 
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terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2015 hingga 2022, tingkat kemiskinan 

mengalami peningkatan pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh dampak global pandemi 

COVID-19 yang melanda hampir semua provinsi di Indonesia bahwakan berbagai negara. 

Pengalihan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan konsekuensi 

dari otonomi daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa untuk menjalankan 

kebijakan Dana Desa secara transparan dan akuntabel, serta memastikan keselarasannya dengan 

pedoman yang telah dibuat oleh perangkat desa dan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi 

aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan Dana Desa 

menjadi kunci kesuksesan implementasi otonomi daerah. Pemerintah desa perlu mendorong 

keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan 

di tingkat lokal. 

 

Sumber : (Kementrian Keuangan,2022) 

Gambar 2. Jumlah Dana Desa di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022 

Pada rincian Dana Desa (DD) di Provinsi Jawa Barat periode 2015-2022. Gambar 2 

tersebut terdiri dari 8 tahun terakhir di Provinsi Jawa Barat. Dalam catatan Kemenkeu 

perkembangan Dana Desa pada tahun 2015-2022 di Provinsi Jawa Barat secara umum 

menunjukkan trend yang positif, hal ini bisa dilihat pada tabel di atas. Namun besarnya 

pengalokasian dana desa ini masih menyisakan penduduk miskin, hal ini bisa dilihat ditabel 

persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: “ Bagaimana pengaruh dana desa, upah minimum, dan 

pengangguran terhadap kemiskinan di 18 Kabuapten Provinsi Jawa barat? Selanjutnya, tujuan 

dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb. 

1. Untuk menganalisis pengaruh dana desa, upah minimum, dan pengangguran terhadap 

kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat. 

2. Mengidentifikasi seberapa besar pengaruh dana desa, upah minimum, dan pengangguran 

terhadap kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat 

B. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data 

sekunder berupa data panel. Data sekunder tersebut telah diolah dan dipublikasikan oleh 

lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan penelitian ini, khususnya BPS Provinsi 

Jawa Barat dan DJPK Kementerian Keuangan. Data panel, yang dicirikan oleh dimensi cross-

sectional dan time-series, digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data. 

Kombinasi ini memungkinkan pendekatan yang tidak dapat dilakukan hanya dengan 

menggunakan salah satu jenis data saja, seperti yang disoroti oleh (Widarjono, 2015). Penelitian 
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ini berfokus pada empat variabel independen-dana desa, upah minimum, pengangguran, dan 

variable dependen kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Interaksi antara Dana Desa, kebijakan upah minimum, dan tingkat pengangguran memainkan 

peran penting dalam membentuk lanskap sosial-ekonomi suatu daerah. Dalam konteks Provinsi 

Jawa Barat, salah satu pusat perekonomian terkemuka di Indonesia, faktor-faktor tersebut 

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap dinamika kemiskinan. Selama periode 2015-

2022, Dana Desa telah muncul sebagai alat kebijakan yang sangat penting untuk mengarahkan 

inisiatif pembangunan di tingkat akar rumput. Pada saat yang sama, peraturan upah minimum 

dan tingkat pengangguran secara signifikan memengaruhi daya beli dan prospek pekerjaan 

penduduk. Studi ini berupaya untuk menggali hubungan yang rumit antara Dana Desa, dinamika 

upah minimum, dan tingkat pengangguran, yang bertujuan untuk mengungkap dampak 

gabungan dari ketiga hal tersebut terhadap tren kemiskinan di 18 kabupaten di Provinsi Jawa 

Barat. 

Tabel 1. Hasil Uji Data Penel 

 
Sumber: Hasil olah data Eviews 12 

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, menunjukkan bahwa Dana Desa tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi (0,113 > 0,05), serta 

berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikansi parametrik individual (uji T) menunjukkan bahwa 

nilai T hitung < T tabel (1,596 < 1,655). Artinya pada model regresi ini hipotesis Ha1 diolak dan 

Ho1 diterima, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara dana desa terhadap 

kemiskinan tidak berpengaruh signifikan. Hal ini disebabkan oleh alokasi Dana Desa yang lebih 

banyak digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, dan kurang 

memperhatikan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan inisiatif pemberdayaan 

ekonomi sangat terbatas. Selain itu, kualitas yang kurang optimal dari sarana dan prasarana yang 

dibangun dapat ditelusuri kembali ke kekurangan dalam keterampilan manajemen teknis, yang 

mencakup perencanaan dan pelaksanaan. 

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat 

Berdasarakn hasil analisis pada Tabel 1, menunjukkan bahwa Upah Minimum 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai (0,000 < 0,05), serta berdasarkan uji 2 

sisi pada uji signifikan parametrik individual (uji T) dengan nilai T hitung lebih besar dari nilai 

T tabel (7,737 > 1,665, ini mempunyai arti bahwa Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. Dari hasil 

analisis penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan upah minum terhadap berpengaruh negatif 

terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi upah minimum, maka semakin rendah tingkat 

kemiskinan. Hal ini dapat dijelaskan dari teori ekonomi bahwa upah minimum dapat 

meningkatkan pendapatan pekerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli dan 

konsumsi mereka. Dengan meningkatnya daya beli dan konsumsi, maka permintaan terhadap 

barang dan jasa juga akan meningkat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

menciptakan lapangan kerja baru. 

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, menunjukkan bahwa Pengangguran tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi (0,692 > 0,05), serta 

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 01/18/24   Time: 14:53

Sample: 2015 2022

Periods included: 7

Cross-sections included: 18

Total panel (unbalanced) observations: 125

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 20322727 502717.6 40.42573 0.0000

X1 0.000532 0.000333 1.596580 0.1134

X2 -0.009349 0.001292 -7.237539 0.0000

X3 1.811016 4.562739 0.396914 0.6922
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berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikansi parametrik individual (uji T) menunjukkan bahwa 

nilai T hitung < T tabel (0,0396 < 1,655). Yang artinya pada model regresi ini hipotesis Ha1 

diolak dan Ho1 diterima, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah 

pengangguran terhadap kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi 

jumlah pengangguran, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Keberhasilan mengurangi 

kemiskinan bergantung pada penciptaan lapangan kerja yang dapat menyerap angkatan kerja 

saat ini, terutama di sektor-sektor padat karya. Selain itu, lapangan kerja ini harus didistribusikan 

ke seluruh kelompok pendapatan, termasuk kelompok masyarakat. 

Pengaruh Dana Desa, Upah Minimum, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di 18 

Kabupaten Provinsi Jawa Barat 

Berdasarkan penelitian dengan model regresi data panel menggunakan uji signifikansi 

simultan (F) menunjukkan bahwa nilai Signifikan 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 184,19 >  F 

table 2,67 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak untuk 

menjelaskan pengaruh dana desa, Umpah Minimum, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan 

di 18 Kabupaten Provinsi Jawa barat 2015-2022. Dengan demikian hubungan antara variabel 

bebas (X1, X2, X3) terhadap variabel terikat (Y) secara bersama-sama berpengaruh signifikan. 

Berdasarkan analisis koefisien determinasi diperoleh nilai (R2) sebesar 0,972. Hasil ini 

menunjukkan bahwa hubungan antar variabel baik variabel bebas (dana desa, upah minum dan 

jumlah pengangguran) dengan variabel terikat (Kemiskinan) memiliki kontribusi sebesar 97,20 

%, sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini. 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian dengan judul 

“pengaruh dana desa, upah minimum, dan pengangguran terhadap pengetasan kemiskinan 

ekonomi di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022”, kesimpulan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis secara parsial variable dana desa tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi (0,113 > 0,05), serta berdasarkan uji 2 sisi 

pada uji signifikansi parametrik individual (uji T) menunjukkan bahwa nilai T hitung < 

T tabel (1,596 < 1,655). Penggunaan dana desa di bidang pembangunan desa secara 

parsial berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Namun, pengaruh tersebut tidak 

signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk 

pembangunan desa tidak dapat secara langsung mengurangi kemiskinan.  Dana Desa 

hanya merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengurangi 

kemiskinan. 

2. Berdasarkan hasil analisis secara parsial variable upah minum menunjukkan bahwa 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai (0,000 < 0,05), serta 

berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikan parametrik individual (uji T) dengan nilai T 

hitung lebih besar dari nilai T tabel (7,737 > 1,665. Tinggi nya upah minimum, maka 

semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dijelaskan dari teori ekonomi bahwa 

upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan daya beli dan konsumsi mereka. Dengan meningkatnya daya beli dan 

konsumsi, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan meningkat. 

3. Berdsarkan hasil analisis secara parsial variable pengangguran menunjukkan bahwa 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi (0,692 > 

0,05), serta berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikansi parametrik individual (uji T) 

menunjukkan bahwa nilai T hitung < T tabel (0,0396 < 1,655). Semakin tinggi jumlah 

pengangguran, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan, Pengangguran tinggi juga 

dapat berdampak pada peningkatan kriminalitas. Hal ini karena masyarakat yang 

menganggur dan tidak memiliki penghasilan yang tetap akan cenderung melakukan 

tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhannya. 

4. Berdasarkan hasil uji F (simultan) pada penelitian dengan menggunakan uji regresi data 

panel, dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel dana desa, 

upah minimum, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel kemisinan 
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di 18 Kabupaten Provinsi Jawa barat tahun 2015-2022. 
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